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Abstrak 
 

Akuntabilitas dan transparansi merupakan bentuk tanggungjawab serta terbuka dalam 

melaksanakan kinerja anggaran berdasarkan value for money yang merupakan inti dari 

pengukuran kinerja pada organisasi pemerintahan sehingga memberikan anggaran kinerja 

yang efektivitas, efisiensi, dan ekonomis. Riset ditujukan untuk menganalisis pengaruh 

akuntabilitas dan transparansi pada kinerja anggaran. Penelitian ini dilakukan di Dinas Kota 

Surabaya tahun 2019. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik atau 

metode purposive sampling. Pengujian yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan 

outer model (uji validitas dan uji reliabilitas), analisis statistik deskriptif,  inner model (uji R-

Squared, Full Colliniaerity (VIF), uji Q-Squared), uji Goodness of fit, dan uji hipotesis. 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 105 responden yang bekerja di Dinas 

Pemerintahan Kota Surabaya. Analisis memberikan hasil yang menunjukkan bahwa 

akuntabilitas dan transparansi berimplikasi positif baik secara parsial maupun simultan pada 

kinerja anggaran berkonsep value for money pada pemerintahan Kota Surabaya.  

 

Kata Kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Kinerja Anggaran, Value For Money 

LATAR BELAKANG 

Di Indonesia akuntansi sektor 

publik masih termasuk baru di bidang 

akuntansi. Akuntansi sektor publik 

merupakan akuntansi yang dipakai dalam 

suatu organisasi pemerintah yang 

tujuannya tidak untuk mendapatkan 

keuntungan serta bagian dari kedisiplinan 

ilmu. Masyarakat menuntut agar 

pemerintah dapat mengelola anggaran 

secara terbuka dan dapat 

dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas di 

sektor publik tidak hanya digunakan untuk 

meminimalisir kecenderungan kecurangan 

atau penyalahgunaan wewenang tetapi 

juga dapat meningkatkan kinerja 

pemerintah kota, sedangkan transparansi 

publik pada pemerintah kota dapat 

digunakan untuk menyajikan segala 

informasi kepada masyarakat secara 

terbuka dan sebenar-benarnya agar dapat 

dipantau oleh pihak yang berkepentingan. 

Anggaran kinerja didasarkan pada tujuan 

dan sasaran kinerja, maka anggaran dapat 

digunakan sebagai alat untuk mencapai 

suatu tujuan. Tercapainya anggaran yang 

baik tidak terlepas dari pengawasan dalam 

penyusunan maupun penggunaan 

anggaran. Sektor publik sering dinilai 

sebagai sarang pemborosan, sumber 

kebocoran dana dan institusi yang selalu 

rugi. Penyebab pertama dalam 

menggunakan belanja, khususnya belanja 

langsung sering terjadi penggunaan 

anggaran yang tidak sesuai. Sehingga 

tujuan tidak tercapai secara ekonomis, 

efisien dan efektif yang manfaat atau 

output dari pelayanan publik sulit 

dirasakan oleh masyarakat. Pengelolaan 
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anggaran yang baik memiliki prinsip value 

for money dan mutlak dilakukan. 

Implementasi prinsip value for money 

dapat memperbaiki kinerja sektor publik. 

Value for Money merupakan prinsip 

pengelolaan anggaran sektor publik yang 

mendasar pada tiga elemen utama, yaitu 

ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Value 

for Money dapat tercapai apabila 

organisasi telah menggunakan biaya input 

paling kecil untuk mencapai output yang 

optimum dalam rangka mencapai tujuan 

organisasi. 

Kaitan pengelolaan anggaran 

dengan value for money yaitu banyaknya 

anggaran yang belum dilakukan secara 

ekonomi (biaya yang tinggi, hasil yang 

minim atau anggaran digunakan tidak 

berdasarkan pada kebutuhan atau skala 

prioritas, serta anggaran yang boros). 

Tuntutan baru agar Pemerintah Kota 

Surabaya dapat meningkatkan pelayanan 

melalui perwujudan value for money 

dalam menjalankan atau melaksanakan 

kegiatannya.  Pemerintah seharusnya bisa 

memperbaiki sejumlah hal yang menjadi 

penyebab bahwa pelaksanaan pengelolaan 

anggaran yang tidak didasarkan pada value 

for money.Value for Money harus 

dioperasionalkan dalam pengelolaan 

keuangan daerah karena dalam 

konteksotonomi daerah, Value for Money 

merupakan jembatan untuk mengantar 

Pemerintah Daerah mencapai good 

governance yaitu Pemerintah Daerah yang 

transparan, akuntabel, ekonomis, efektif, 

dan efisien. Teori yang mendasari 

penelitian ini adalah teori keagenan. Teori 

keagenan merupakan suatu hubungan 

antara pemilik dan manajer pada 

hakikatnya sulit terbangun, karena adanya 

benturan kepentingan. Teori ini 

dikembangkan oleh Jensen dan Meckling 

(1976), akan muncul apabila proporsi 

kepemilikan manajerial atas saham 

perusahaan tersebut kurang dari seratus 

persen sehingga manajer bertindak untuk 

mengejar kepentingan dirinya sendiri dan 

tidak didasarkan pada maksimalisasi nilai 

dalam keputusan pendanaan.  

KERANGKA TEORITIS DAN 

HIPOTESIS 

Teori Keagenan 

Teori keagenan merupakan suatu 

hubunagn antara pemilik dan manajer pada 

hakikatnya sulit terbangun, karena adanya 

benturan kepentingan. Teori ini 

dikembangkan oleh Jensen dan Meckling 

pada tahun 1976, akan muncul apabila 

proporsi kepemilikan manajerial atas 

saham perusahaan tersebut kurang dari 

seratus persen sehingga manajer bertindak 

untuk mengejar kepentingan dirinya 

sendiri dan tidak didasarkan pada 

maksimalisasi nilai dalam keputusan 

pendanaan. Menurut penelitian Rizani 

(2014), hubungan antara prinsipal dan 

agen dalam teori agensi adalah hubungan 

antara sisi superior (sebagai kepala) dan 

perintah (sebagai agen) yang menyatakan 

bahwa hubungan antara pemilik dan 

manajer dibuat sulit karena terjadinya 

benturan kepentingan. Pada hal ini 

menjadikan konflik yang disebabkan oleh 

kepentingan berbeda antara prinsipal dan 

agen yang disebut masalah keagenan. Pada 

hubungan antara prinsipal dan agen 

tersebut dengan asumsi bahwa setiap 

individu semata-mata termptivasi oleh 

kepentingan diri sendiri sehingga 

menghasilkan konflik kepentingan. 

Asumsi yang diberikan pondasi pada teori 

agensi ialah: (a) asumsi manusia yang 

dikategorikan menjadi tiga hal yaitu: 

kepentingan diri sendiri, dibatasi-

rasionalitas, dan penghindaran risiko. (b) 

asumsi organisasi yang dikategorikan 

menjadi tiga hal yaitu: konflik sebagai 

bagian dari tujuan antara peserta lain, 

efisiensi sebagai kriteria efektivitas dan 

asumsi informasi antara pemilik dan agen. 

Keterkaitan akuntabilitas yang 

dapat dijelaskan menggunakan teori 

keagenan. Pengertian akuntabilitas dapat 

dipahami sebagai kewajiban pihak 

pemegang amanah. Pemerintah (agent) 

memberikan pertanggungjawaban, 

menyajikan, melaporkan, dan memberikan 

informasi segala aktivitas dan kegiatan 

yang menjadi tanggungjawabnya kepada 
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setiap pihak pemberi amanah. Menurut 

Haspiarti (2012), masyarakat (principal) 

sebagai pemberi amanah yang diwakili 

oleh DPRD memiliki hak dan kewajiban 

untuk meminta pertanggungjawaban 

kinerja pemerintah. Keterkaitan 

transparansi yang dapat dijelaskan 

menggunakan teori keagenan yaitu dimana  

pemerintah (principal) mendelegasikan 

wewenangnya kepada masyarakat (agen) 

untuk menjalankan aktivitas pemerintahan. 

Berarti agen harus melaporkan 

keuangannya secara transparansi, agar 

principal itu lebih percaya dalam suatu 

pengelolaan anggaran secara terbuka.  

Pengaruh Akuntabilitas terhadap 

Kinerja Anggaran Berkonsep Value for 

Money 

Akuntabilitas itu sendiri merupakan 

suatu kewajiban untuk menyampaikan 

pertanggungjawaban atau untuk menjawab 

atau menerangkan kinerja dan tindakan 

seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif 

suatu organisasi kepada pihak yang 

memiliki hak atau berkewenangan untuk 

minta keterangan akan 

pertanggungjawaban.Kinerja anggaran 

selama ini, proses penyusunan, 

pembahasan sampai pada penetapan 

APBD serta laporan keterangan 

pertanggungjawaban (LKPJ), umumnya 

perhatian lebih terfokus pada besarnya 

anggaran. Penyusunan anggaran lebih 

menekankan pada input, di mana 

perubahan terletak pada jumlah anggaran 

yang meningkat dibanding tahun 

sebelumnya.  

Kinerja anggaran lebih 

mengutamakan penyerapan anggaran 

dibandingkan melakukan penghematan 

dana anggaran sehingga banyak anggaran 

digunakan untuk hal-hal yang tidak perlu, 

tidak terjadi efisiensi anggaran, dan 

banyak penggunaan anggaran yang 

meyimpang dengan tujuan atau target 

kebijakan pemerintah. Untuk 

menghindarkan penyalahgunaan anggaran, 

perlu dikembangkan sistem anggaran 

APBD yang berbasis kinerja anggaran 

berkonsep value for money. Artinya 

penyusunan, pembahasan, penetapan 

sampai pengawasan pelaksanaan anggaran 

tidak cukup dengan hanya melihat besar 

kecilnya anggaran yang merupakan 

masukan, tapi juga harus 

memperhatikankinerja anggaran tersebut 

yang meliputi capaian kinerja, keluaran, 

hasil dan manfaat serta tepat tidaknya 

kelompok sasaran kegiatan yang dibiayai 

anggaran. Value for money merupakan inti 

pengukuran kinerja pada organisasi 

pemerintah. Kinerja pemerintah tidak 

dapat dinilai dari output yang dihasilkan 

saja, akan tetapi harus mempertimbangkan 

input, output, dan outcome secara 

bersama-sama. Pengukuran kinerja 

berdasarkan alokasi biaya dan pelayanan 

yang menekankan pada tiga elemen utama 

ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Untuk 

menerapkan kinerja anggaran berkonsep 

value for money, maka sangat diperlukan 

akuntabilitas pemerintah terhadap 

pengelolaan anggaran. Akuntabilitas bukan 

sekedar kemampuan menunjukkan 

bagaimana uang publik tersebut telah 

dibelanjakan, akan tetapi meliputi 

kemampuan menunjukkan bahwa uang 

publik tersebut telah dibelanjakan secara 

ekonomis, efisien, dan efektif. Konsep 

akuntabilitas dapat dijelaskan 

menggunakan teori keagenan. Pengertian 

akuntabilitas dapat dipahami sebagai 

kewajiban pihak pemegang amanah. 

Pmerintah (agent) memberikan 

pertanggungjawaban, menyajikan, 

melaporkan, dan memberikan informasi 

segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi 

tanggungjawabnya kepada setiap pihak 

pemberi amanah. Menurut Haspiarti 

(2012), masyarakat (principal) sebagai 

pemberi amanah yang diwakili oleh DPRD 

memiliki hak dan kewajiban untuk 

meminta pertanggungjawaban kinerja 

pemerintah. Temuan ini sejalan dengan 

penelitian terdahulu yang dilakukan oleh I 

Desak (2015), Nopri (2016), Ni Wayan 

(2016), Budi S (2018), Redi (2018), 

Zulkifli (2018) dan Victorinus (2019) yang 

mengemukakan bahwa akuntabilitas 

berpengaruh secara signifikan terhadap 



 

4 

 

kinerja anggaran berkonsep value for 

money.   

Pengaruh Transparansi terhadap 

Kinerja Anggaran Berkonsep Value for 

Money 

Transparansi merupakan informasi 

keuangan yang diberikan secara terbuka 

dan jujur kepada masyarakat, berdasarkan 

pertimbangan bahwa masyarakat memiliki 

hak untuk mengetahui secara terbuka atas 

pertanggungjawaban pemerintah. Kinerja 

anggaran selama ini memiliki kelemahan 

perencanaan dalam pengalokasian 

anggaran belanja menyebabkan lemahnya 

kinerja pemerintah, sehingga ada unit kerja 

yang kelebihan pembiayaan dan ada pula 

unit kerja yang kekurangan pembiayaan. 

Unit kerja yang kelebihan pembiayaan 

mengakibatkan penghematan dan efisiensi 

menjadi rendah, sedangkan ada unit kerja 

yang kekurangan pembiayaan 

mengakibatkan efektivitas menjadi rendah 

untuk mencapai tujuan sesuai dengan tugas 

pokok dan fungsi. Kesenjangan yang lebar 

antara kebutuhan anggaran dengan 

keterbatasan anggaran yang dapat 

disediakan akan menimbulkan 

pengalokasian anggaran yang buruk 

apabila arah dan prioritas penggunaan 

anggaran tidak terdefinisi dengan baik, 

proses pengalokasian anggarantidak 

sistematik, dan praktik penganggaran yang 

tidak transparan karena lemahnya 

persyaratan kelayakan pembiayaan. Untuk 

menghindari pengalokasian anggaran yang 

buruk diperlukan suatu sistem kinerja 

anggara berkonsep value for money. 

Artinya penyusunan, pembahasan, 

penetapan sampai pengawasan 

pelaksanaan anggaran tidak cukup dengan 

hanya melihat besar kecilnya anggaran 

yang merupakan masukan, tapi juga harus 

memperhatikan kinerja anggaran tersebut 

yang meliputi capaian kinerja, keluaran, 

hasil dan manfaat serta tepat tidaknya 

kelompok sasaran kegiatan yang dibiayai 

anggaran.  

Value for money merupakan inti 

pengukuran kinerja pada organisasi 

pemerintah. Kinerja pemerintah tidak 

dapat dinilai dari output yang dihasilkan 

saja, akan tetapi harus mempertimbangkan 

input, output, dan outcome secara 

bersama-sama. Pengukuran kinerja 

berdasarkan alokasi biaya dan pelayanan 

yang menekankan pada tiga elemen utama 

ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Untuk 

menerapkan kinerja anggaran berkonsep 

value for money, maka sangat diperlukan 

transparansi dari pemerintah.Transparansi 

bukan sekedar keterbukaan dalam 

menunjukkan bagaimana uang publik 

tersebut telah dibelanjakan, akan tetapi 

meliputi kemampuan menunjukkan bahwa 

uang publik tersebut telah dibelanjakan 

secara ekonomis, efisien, dan efektif. 

Temuan ini sejalan dengan penelitian 

terdahulu yang dilakukan oleh I Desak 

(2015), Fanny (2015), Nopri (2016), Ni 

Wayan (2016), Budi S (2018), Redi 

(2018), Zulkifli (2018), dan Victorinus 

(2019) yang menyatakan bahwa 

transparansi memberikan dampak yang 

positif dan signifikan terhadap kinerja 

anggaran berkonsep value for money. 

 

KERANGKA PEMIKIRAN 

 
HIPOTESIS 

Berikut hipotesis dalam penelitian ini: 
H1: Akuntabilitas berpengaruh terhadap 

kinerja anggaran berkonsep value for   

money  
H2: Transparansi berpengaruh terhadap 

kinerja anggarab berkonsep value for 

money 
 

METODE PENELITIAN  

Rancangan Penelitian 

Berdasarkan jenis penelitian ini 

merupakan penelitian survey, yaitu 

penelitian yang dilakukan dengan 

mengambil sampel secara langsung dari 

populasi, sehingga ditemukan hubungan 

antara variabel. Terdapat dua variabel 
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yaitu akuntabilitas dan transparansi 

terhadap kinerja anggarab berkonsep value 

for money pada Pemerintahan Kota 

Surabaya. Penelitian ini merupakan 

penelitian kuantitatif. Sampel dalam 

penelitian ini diambil dengan dengan 

menggunakan rumus slovin, karena dalam 

penarikan sampel jumlahnya harus 

representative agar hasil penelitian dapat 

dilakukan dengan rumus dan perhitungan 

sederhana. Sampel yang terlalu kecil dapat 

menyebabkan penelitian tidak dapat 

menggambarkan kondisi populasi yang 

sesungguhnya. Sebaliknya, sampel yang 

terlalu besar dapat mengakibatkan 

pemborosan biaya penelitian. 

Berdasarkan sumber datanya, maka 

penelitian ini termasuk penelitian primer 

dan merupakan penelitian kuantitatif. 

Penelitian primer adalah penelitian yang 

sumber datanya berasal dari observasi 

langsung terhadap objek penelitian di 

lapangan dan bermaksud khusus untuk 

menyelesaikan riset, dengan metode 

pengumpulan data melalui kuesioner, yaitu 

teknik terstruktur untuk memperoleh data 

yang terdiri dari serangkaian pertanyaan 

tertulis atau verbal yang dijawab 

responden. Jadi dalam penelitian ini 

menyebarkan kuesioner kepada kepala 

instansi, bendahara, dan sekretaris di setiap 

dinas untuk mendapatkan data langsung 

dari responden. Dari hasil penelitian ini, 

akan dilakukan beberapa pengujian 

sampel. 

Batasan Penelitian 

Batasan penelitian ini berupa 

variabel independen yaitu akuntabilitas 

dan transparansi. Sampel yang digunakan 

dalam penelitian adalah pegawai yang 

terlibat dalam pengelolaan keuangan di 

dinas Pemerintah Kota Surabaya. Fungsi 

batasan penelitian ini adalah agar tidak 

terjadi penyimpangan sehingga standar 

dari pembahasan yang ada tidak terlalu 

luas dan mengarah pada tujuan penelitian 

yang telah ditetapkan. 

Definisi Operasional Variabel dan 

Pengukurannya: 

Kinerja Anggaran Berkonsep Value for 

Money (Dependen) 

 Variabel dependen adalah variabel 

yang dipengaruhi oleh variabel 

independen. Variabel dependen yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

kinerja anggaran berkonsep value for 

money.Kinerja anggaran berkonsep value 

of money merupakan suatu prinsip 

pengelolaan anggaran sektor publik yang 

mendasar pada tiga elemen yaitu ekonomi, 

efisiensi dan efektivitas. Memiliki lima 

dimensi yaitu ekonomis, efisiensi, efektif, 

keadilan, dan kesetaraan. Kinerja anggaran 

berkonsep value of  money untuk 

menggunakan skala likert. 

a. Ekonomi: Pemerolehan input dengan 

kualitas dan kuantitas tertentu pada 

harga yang terendah. Ekonomi 

merupakan perbandingan input 

dengan input value yang dinyatakan 

dalam satuan moneter. Ekonomi 

terkait dengan sejauh mana organisasi 

sektor publik dapat meminimalisir 

input resouces yang digunakan yaitu 

dengan menghindari pengeluaran yang 

boros dan tidak produktif. Dapat 

diukur menggunakan indikator yaitu, 

menghindari pengeluaran yang boros 

dan cermat dalam pengadaan sumber 

daya. 

b. Efisiensi:  Pencapaian output yang 

maksimum dengan input tertentu atas 

penggunaan input yang terendah untuk 

mencapai output tertentu. Efisiensi 

merupakan perbandingan output input 

yang dikaitkan dengan standar kinerja 

atau target yang telah ditetapkan. 

Dapat diukur menggunakan indikator 

yaitu, penggunaan input yang terendah 

untuk mencapai output tertentu dan 

menurunkan biaya pelayanan publik 

kinerja. 

c. Efektivitas: Tingkat pencapaian hasil 

program dengan target yang 

ditetapkan. Secara sederhana 

efektivitas merupakan perbandingan 

outcome dengan output. Dapat diukur 

menggunakan indikator yaitu, tingkat 

pencapaian hasil program dengan 
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target yang ditetapkan atau pelayanan 

tepat sasaran. 

Akuntabilitas (Independen) 

Akuntabilitas merupakan suatu 

pertanggungjawaban pengelolaan sumber 

daya serya pelaksanaan kebijakan yang 

dipercayakan kepada entitas pelaporan 

dalam mencapai tujuan yang telah di 

tetapkan secara periodik. Pengukurannya 

menggunakan skala likert. Akuntabilitas 

memiliki suatu dimensi meliputi: 

a. Akuntabilitas, kejujuran, hukum yang 
dapat diukur menggunakan indikator 

yaitu, penghindaran penyalahgunaan 

jabatan dan kepatuhan terhadap 

hukum. 

b. Akuntabilitas proses dapat diukur 
menggunakan indikator yaitu, proses 

dan pertanggungjawaban anggaran 

dan pemberian pelayanan publik yang 

cepat, responsif dan murah biaya. 

c. Akuntabilitas program dapat diukur 
menggunakan indikator yaitu, 

pertimbangan tujuan dapat tercapai  

atau tidak dan hasil yang optimal 

dengan biaya yang minimal. 

d. Akuntabilitas kebijakan dapat diukur 
menggunakan indikator yaitu, 

pertanggung jawaban pemerintah 

kepada DPRD dan masyarakat. 

Transparansi (Independen) 

Transparansi merupakan informasi 

keuangan yang diberikan secara terbuka 

dan jujur kepada masyarakat, berdasarkan 

pertimbangan bahwa masyarakat memiliki 

hak untuk mengetahui secara terbuka atas 

pertanggungjawaban pemerintah. 

Transparasi diukur menggunakan skala 

likert. Dimensi transparansi yaitu: 

a. Komunikasi publik oleh pemerintah 

dapat diukur menggunakan indikator 

yaitu, sistem keterbukaan kebijakan 

anggaran dan dokumen anggaran 

mudah diakses 

b. Hak masyarakat terhadap akses 

informasi dapat diukur menggunakan 

indikator yaitu, laporan 

pertanggungjawaban yang tepat 

waktu, terakomodasinya suara rakyat 

dan sistem pemberian informasi 

kepada publik  

Skala Pengukuran 

Skala pengukuran yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah skala 

pengukuran Likert, menurut (Noor, 2011), 

skala merupakan teknik mengukur sikap 

dimana subjek diminta untuk 

mengindikasikan tingkat kesetujuan atau 

ketidaksetujuan mereka terhadap masing-

masing pertanyaan. Pertanyaan dalam 

kuesioner dibuat dengan menggunakan 

skala 1-5 untuk mewakili pendapat dari 

responden. Nilai untuk skala tersebut 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.2 

Skala Pengukuran 

No. Penjelasan Skala 

1. Sangat Setuju 5 

  2. Setuju 4 

  3. Netral 3 

  4. Tidak Setuju 2 

  5. Sangat Tidak Setuju 1 

Populasi, Sampel dan Teknik 

Pengambilan Sampel 

 Populasi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah seluruh dinas yang 

ada di Pemerintahan Kota Surabaya. Hasil 

yang terlampir pada website 

(http://surabaya.go.id) terdapat 22 dinas 

yang ada di Pemerintahan Kota Surabaya. 

Sampel yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah kepala instansi, bendahara, dan 

sekretaris pada setiap instansi di 

Pemerintah Kota Surabaya. Jumlah sampel 

yang dipakai dalam penelitian ini yaitu 105 

responden. Pengambilan sampel dalam 

penelitian ini menggunakan teknik atau 

metode purposive sampling. Alasan 

mengambil sampel purposive sampling, 

karena hanya akan memilih sampel yang 

memenuhi kriteria sehingga mereka dapat 

memberikan jawaban yang dapat 

mendukung jalannya penelitian ini. 

Kriteria penelitian sampel adalah kepala 

dinas, sekretaris, dan bendahara yang 

bekerja di Pemerintahan Kota Surabaya, 

dengan pertimbangan bahwa seorang 

pegawai diharapkan lebih memahami 

kinerja anggaran mengenai akuntabilitas 

http://surabaya.go.id/
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dan transparansi. Data yang dikumpulkan 

menggunakan kuesioner dengan penilaian 

skala likert. Sugiyono (2012), menyatakan 

bahwa skala likert digunakan untuk 

mengukur sikap, pendapat, dan persepsi 

seseorang atau kelompok orang tentang 

fenomena sosial.  

Data dan Metode Pengumpulan data 

Data yang digunakan dalam 

penelitian ini menggunakan data 

kuantitatif yaitu data yang diukur dalam 

skala numerik (angka). Sumber data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data 

primer, yaitu data yang diperoleh secara 

langsung melalui penyebaran kuisioner 

kepada responden untuk mengetahui 

akuntabilitas dan transparansi dengan 

kinerja anggaran berkonsep value for 

money. Data terkumpul apabila responden 

telah mengisi dan mengembalikan 

kuisioner kepada pebeliti sesuai waktu 

yang telah ditentukan. Data yang telah 

terkumpul kemudian akan diolah sehingga 

data tersebut adalah data yang benar-benar 

dibutuhkan oleh peneliti. 

Metode Analisis  

Penelitian ini menggunakan 

analisis data dengan pendekatan Partial 

Least Square (PLS). PLS adalah model 

persamaan Structural Equation Modeling 

(SEM) yang berbasis komponen atau 

varian. PLS merupakan pendekatan 

alternatif yang bergeser dari pendekatan 

SEM berbasis kovarian menjadi berbasis 

varian (Solimun, 2017). Tujuan PLS 

adalah membantu peneliti untuk tujuan 

prediksi. Model formalnya mendefinisikan 

variabel laten adalah linear agregat dari 

indikator-indikatornya. Weight estimate 

untuk mneciptakan komponen skor 

variabel laten didapat berdasarkan 

bagaimana inner model (model struktural 

yang menghubungkan antar variabel laten) 

dan outer model (model pengukuran yaitu 

hubungan antara indikator dengan 

konstruknya) dispesifikasi. 

Estimasi parameter yang didapat 

dengan PLS dapat dikategorikan menjadi 

tiga. Pertama, adalalah weight estimate 

yang digunakan untuk menciptakan skor 

variabel laten. Kedua, mencerminkan 

etimasi jalur (path estimate) yang 

menghubungkan variabel laten dan 

indikatornya (loading). Ketiga, berkaitan 

dengan means dan lokasi parameter (nilai 

kostanta regresi) untuk indikator dan 

variabel laten. Untuk memperoleh tiga 

estimasi ini, PLS menggunakan proses 

iterasi tiga tahap dan setiap tahap iterasi 

menghasilkan estimasi. Tahap pertama, 

menghasilkan weight estimate, tahap 

kedua menghasilkan estimasi untuk inner 

model dan outer model, dan tahap ketiga 

menghasilkan estimasi means dan lokasi. 

Dalam penelitian ini akan menggunakan 

bantuan software WarpPLS versi 6.0. 

Software WarpPLS digunakan untuk 

pengujian outer model dan inner model. 

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

Analisis Data 

Analisis data dapat digunakan 

untuk mengindentifikasi jawaban atas 

masalah yang telah dirumuskan 

sebelumya. Data diperoleh dari 

penyebaran kuisioner yang disampaikan 

langsung kepada para responden. Teknik 

analisis data dalam penelitian ini juga 

dilakukan dengan pengujian outer model 

yang terdiri dari uji validitas dan uji 

reliabilitas, kemudian melakukan analisis 

deskriptif, dan pengujian inner model 

dengan uji hipotesis menggunakan 

software WarpPLS. 

Outer Model 

Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk 

mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid 

jika pertanyaan pada kuesioner mampu 

untuk mengungkapkan sesuatu yang akan 

dikur oleh kuesioner tersebut. Penelitian 

ini menggunakan bantuan software 

WarpPLS sehingga mengukur validitas 

dapat dilakukan dengan menguji validitas 

converegent dan discriminant. Solimun 

(2017), mengungkapkan bahwa untuk 

mengetahui pengujian validitas convergent 

dalam suatu kuesioner dikatakan valid atau 

tidaknya dapat dilihat jika nilai loading 
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factor> 0,30 maka kuesioner tersebut 

dapat memenuhi validitas konvergen dan 

jika muatan loading factor p-value< 0,001 

maka kuesioner tersebut juga dapat 

dikatakan memenuhi validitas konvergen.  

Tabel 4.6 

Hasil Uji Validitas Convergent 
Variabel Butir 

Pertanya

an 

Nilai 

Loading 

Factor 

P Value Keteran

gan 

 

 

 

Akunta

bilitas 

AB 1 0,571 < 0,001 Valid 

AB 2 0,729 < 0,001 Valid 

AB 3 0,342 < 0,001 Valid 

AB 4 0,545 < 0,001 Valid 

AB 5 0.527 < 0,001 Valid 

AB 6 0,555 < 0,001 Valid 

AB 7 0,805 < 0,001 Valid 

AB 8 0,685 < 0,001 Valid 

 

 

 

Transp

aransi 

TP 1 0,683 < 0,001 Valid 

TP 2 0,628 < 0,001 Valid 

TP 3 0,758 < 0,001 Valid 

TP 4 0,322 < 0,001 Valid 

TP 5 0,449 < 0,001 Valid 

TP 6 0,671 < 0,001 Valid 

TP 7 0,537 < 0,001 Valid 

TP 8 0,865 < 0,001 Valid 

 

 

 

Kinerja 

Anggar

an 

KA 1 0,616 < 0,001 Valid 

KA 2 0,635 < 0,001 Valid 

KA 3 0,454 < 0,001 Valid 

KA 4 0,625 < 0,001 Valid 

KA 5 0,710 < 0,001 Valid 

KA 6 0,442 < 0,001 Valid 

KA 7 0,674 < 0,001 Valid 

KA 8 0,776 < 0,001 Valid 

KA 9 0,618 < 0,001 Valid 

Sumber : Data primer diolah 

Tabel 4.6 hasil uji validitas 

covergent dengan kriteria loading factor > 

0,30 menunjukkan hampir seluruh 

indikator pernyataan pada masing-masing 

variabel memiliki nilai loading factor > 

0,30. Selain itu nilai loading factor yang 

masih memiliki signifikansi <0,0001 yang 

artinya masih dapat dikatakan valid. 

Sehingga dapat dilihat dari tabel di atas 

bahwa pernyatan dari masing – masing 

variabel adalah valid, yang artinya mampu 

mengkonstruk variabel penelitian. 

Uji Reliabilitas  

Uji reliabilitas sebenarnya 

merupakan alat mengukur keandalan 

kuesioner yang merupakan indikator dari 

variabel. Suau kuesioner dikatakan reliabel 

atau handal jika jawaban dari seseorang 

terhadap kuesioner adalah konsisten atau 

stabil dari waktu ke waktu (Ghozali,2018). 

Metode yang akan digunakan untuk 

melakukan uji validitas adalah dengan 

melakukan korelasi antara skor butir 

pertanyaan-pertanyaan dengan total skor 

konstruk atau variabel. Penelitian ini 

menggunakan bantuan software WarpPLS 

sehingga untuk mengukur tingkat 

reliabilitas adalah dengan melihat nilai 

Cronbach Alpha harus > 0,70 sehingga 

dapat dikatan reliabel. Namun penggunaan 

Cronbach Alpha akan memberikan nilai 

yang lebih rendah sehingga lebih 

disarankan menggunakan Composite 

reliability.Rule Of thumb yang biasanya 

digunakan untuk menilai reliabilitas 

kontruk yaitu nilai CompositeReliability 

harus > 0.70. Hasil pengujian 

menggunakan software WarlPLS adalah 

sebagai berikut : 

 

 

 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Reliabilitas 
Variabel Cronbach

’s Alpha 

Composite 

Reliabilty 

Keteran

gan 

Akuntabilitas 

(X1) 

0,745 0,818 Reliabel 

Transparansi 

(X2) 

0,770 0,835 Reliabel 

Kinerja 

Anggaran (Y) 

0,798 0,849 Reliabel 

Sumber : Data primer diolah 

Tabel 4.7 hasil uji reliabilitas 

diatas, dapat diketahui bahwa nilai 

Cronbach Alpha’s semua indikator 

pertanyaan masing-masing variabel yaitu 

akuntabilitas, transparansi dan kinerja 

anggaran memiliki nilai Cronbach 

Alpha’s> 0,70 sehingga dapat dikatakan 

bahwa semua pertanyaan masing-masing 

variabel adalah reliabel dan layak 

digunakan. Sedangkan jika dilihat dari 

nilai Composite Reliablity, semua 

indikator masing-masing variabel 

menunjukkan nilai Composite Reliablity > 

0,70 sehingga dapat dikatakan reliabel. 

Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis ini digunakan untuk 

mendeskripsikan nilai-nilai dari hasil 

kuesioner dari masing-masing variabel. 

Setelah itu menentukan kategori mean 

untuk masing-masing variabel dan 

dilanjutkan dengan analisis tanggapan dari 
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responden berdasarkan kuesioner yang 

diolah. Deskripsi jawaban responden 

berguna untuk mendeskripsikan nilai yang 

muncul dari hasil hasil kuesioner dari 

masing-masing variabel. Untuk 

mendeskripsikan variabel independen dan 

dependen yang digunakan dalam penelitian 

ini akan digunakan nilai mean jawaban 

responden pada masing-masing butir 

pertanyaan. 

Inner Model  

Penelitian ini dapat menjelaskan 

mengenai nilai R-squared (R
2
) Full 

Collinearity VIF, Q-squared (Q
2
), Effect 

size (f
2
), goodness of fit model dan uji 

hipotesis. 

R-squared 

R-squared digunakan untuk 

menunjukkan seberapa proporsi variabel 

respon yang dapat dijelaskan oleh variabel 

prediktor (Solimun, 2017). Semakin tinggi 

R-squared maka model semakin baik, dan 

juga sebaliknya jika semakin rendah R-

squared maka model semakin buruk. 

Tabel 4.12 

Hasil output 
R-squared 

0,152 

Sumber: Data primer diolah 
Hasil output diatas diperoleh nilai 

R-squared untuk variabel dependen 

sebesar 0,152 yang memiliki arti bahwa  

pengaruh variabel akuntabilitas dan 

transparansi terhadap kinerja anggaran 

yaitu sebesar 15,2% dan sisanya sebesar 

84,8% dipengaruhi oleh variabel lain di 

luar model penelitian ini.  

Full Collinearity (VIF) 

Solimun(2017), mengungkapkan 

bahwa Full Collinearity merupakan hasil 

pengujian kolinieritas penuh. Kriteria 

untuk full collinearity test yaitu harus 

bernilai <3,3. 

Tabel 4.13 

Hasil Output 

 X1 X2 Y 

Full 

Collinearity.  

1,032 1,100 1,129  

Tabel diatas menunjukkan bahwa 

full collinearity test untuk semua variabel 

bernilai < 3,3 sehingga model bebas dari 

masalah koliniearitas vertikal dan lateral. 

Q-Squared 

Q-Squared digunakan untuk 

penilaian validitas prediktif atau relevansi 

dari sekumpulan variabel laten prediktor 

pada variable criterion (Solimun, 2017). 

Q-squared dapat bernilai negatif 

sedangkan nilai R-squared selalu positif. 

Model dengan validitas prediktif harus 

mempunyai nilai Q-squared lebih besar 

dari nol.  

Tabel 4.14 

Hasil Output 

 

Q-squared 

 

0,146 

Sumber : Data primer diolah 

Hasil estimasi dari output diatas 

menunjukkan validitas prediktif yang baik 

karena 0,146 bernilai lebih besar dari nol. 

Goodness of fit Model Persamaan 

Struktural (Uji Kecocokan Model) 

Model fit digunakan dengan tujuan 

menguji tingkat kesesuaian model 

penelitian secara keseluruhan. Output yang 

dihasilkan oleh program WarpPLS 

memberikan hasil model of fit dan p value 

menampilkan hasil 3 indikator yaitu : 

Average path coefficient (APC), Average 

R-squared (ARS), Average block VIF 

(AVIF) 

Tabel 4.15 

Evaluasi 

Model Fit Indices P values 

APC 0,242 0,002 

ARS 0,152 0,027 

AVIF 1.034 Good if < 5 

Sumber : Data primer diolah 

Tabel diatas menunjukkan bahwa 

indokator model fit APC dan ARS 

dinyatakan signifikan karena memenuhi 

nilai signifikan < 0,05. Sedangkan AVIF 

sebesar 1,034 memenuhi syarat kurang 

dari 5. Maka data penelitian ini dinyatakan 

fit dan tidak terjadi multikolirearitas.  
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Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis ini bertujuan 

untuk membuktikan kebenaran dugaan 

penelitian atau hipotesis. Hasil korelasi 

antar konstruk diukur dengan melihat path 

coefficients dan tingkat signifikansinya 

yang kemudian dibandingkan dengan 

hipotesis yang satu dengan yang lainnya. 

Tingkat signifikan yang dipakai dalam 

penelitian ini adalah sebesar 10%. Berikut 

ini gambar model penelitian, beserta hasil 

yang telah diperoleh berdasarkan 

pengolahan data dengan menggunakan 

WarpPLS 6.0 : 

 

Dalam pengujian hipotesis 

penelitian ini menggunakan bantuan 

software WarpPLS. Hipotesis akan 

diterima bila memiliki nilai p value < 0,1 . 

Jika nilai variabel independen dibawah 0,1 

maka variabel independen tersebut dapat 

dinyatakan berpengaruh terhadap variabel 

dependen. Berdasarkan pada Tabel 4.16 

dapat dilihat pengaruh masing-masing 

variabel independen yang digunakan pada 

penelitian ini yaitu Akuntabilitas dan 

Transparansi terhadap variabel dependen 

yaitu Kinerja Anggaran dengan penjelasan 

sebagai berikut : 

a. Hasil pengujian menunjukkan 

variabel akuntabilitas mempunyai 

nilai signifikansi sebesar 0,06 yang 

lebih kecil dari 0,1, maka H1 

diterima yang artinya bahwa 

terdapat pengaruh terhadap kinerja 

anggaran. Nilai koefisien AB 

terhadap KA adalah sebesar 0,15 

yang artinya apabila variabel 

akuntabilitas mengalami kenaikan 

satu satuan nilai dan variabel 

independen lainnya tetap konstan 

maka variabel dependen kinerja 

anggaran naik sebesar 0,15. 

b. Hasil pengujian menunjukkan 

variabel transparansi mempunyai 

nilai signifikansi sebesar <0,01 

yang lebih kecil dari 0,1, maka H1 

diterima yang artinya bahwa 

terdapat pengaruh signifikan 

terhadap kinerja anggaran. Nilai 

koefisien TP terhadap KA adalah 

sebesar 0,33 yang artinya apabila 

variabel transparansi mengalami 

kenaikan satu satuan nilai dan 

variabel independen lainnya tetap 

konstan maka variabel dependen 

akan naik 0,33.  

Pembahasan  

Pengaruh Akuntabilitas terhadap 

Kinerja Anggaran Berkonsep Value for 

Money 

Nilai path coefficient dan p values 

variabel akuntabilitas terhadap kinerja 

anggaran sebesar 0,06 < 0,1 dapat 

dikatakan bahwa akuntabilitas 

berpengaruh pada kinerja anggaran. 

Akuntabilitas salah satu unsur pokok 

perwujudan Good Corporate Governance 

yang telah dilaksanakan sehingga 

masyarakat dapat menilai apakah 

pemerintah telah bekerja dengan 

ekonomis, efisiensi, dan efektif. 

Pertanggungjawaban kepada masyarakat 

sangat penting, karena masyarakat tidak 

hanya mengetahui anggaran tersebut tetapi 

juga mengetahui pelaksanaan kegiatan 

yang dianggarkan. Semakin meningkat 

akuntabilitas maka akan meningkatkan 

pengelolaan keuangan. Kinerja anggaran 

dapat dikatakan baik apabila setiap 

perencanaan pemerintah untuk mencapai 

hasil yang maksimal dari perencanaan 

tersebut salah satunya 

pertanggungjawaban pengelolaan 

keuangan dilakukan dengan benar untuk 

mencapai tujuan yang ditetapkan, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas 

yang buruk dapat menurunkan kinerja 

anggaran Pemerintah Kota Surabaya.  

Akuntabilitas merupakan 

kewajiban untuk menyampaikan 
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pertanggungjawaban dan tindakan 

seseorang dalam suatu organisasi yang 

memiliki hak/wewenang untuk meminta 

pertanggungjawaban. Dengan menerapkan 

akuntabilitas yang kuat maka akan 

mempengaruhi intansi pemerintah untuk 

bekerja keras dalam mengelola anggaran 

secara efisien dan efektif sehingga dapat 

mencapai tujuan yang telah ditentukan. 

Kinerja anggaran lebih mengutamakan 

penyerapan anggaran dibandingkan 

melakukan penghematan dana anggaran 

sehingga banyak anggaran digunakan 

untuk hal-hal yang tidak perlu, tidak 

terjadi efisiensi anggaran, dan banyak 

penggunaan anggaran yang meyimpang 

dengan tujuan atau target kebijakan 

pemerintah. Untuk menghindarkan 

penyalahgunaan anggaran, perlu 

dikembangkan sistem anggaran APBD 

yang berbasis kinerja anggaran berkonsep 

value for money. Artinya penyusunan, 

pembahasan, penetapan sampai 

pengawasan pelaksanaan anggaran tidak 

cukup dengan hanya melihat besar 

kecilnya anggaran yang merupakan 

masukan, tapi juga harus 

memperhatikankinerja anggaran tersebut 

yang meliputi capaian kinerja, keluaran, 

hasil dan manfaat serta tepat tidaknya 

kelompok sasaran kegiatan yang dibiayai 

anggaran. Value for money merupakan inti 

pengukuran kinerja pada organisasi 

pemerintah. Kinerja pemerintah tidak 

dapat dinilai dari output yang dihasilkan 

saja, akan tetapi harus mempertimbangkan 

input, output, dan outcome secara 

bersama-sama. Pengukuran kinerja 

berdasarkan alokasi biaya dan pelayanan 

yang menekankan pada tiga elemen utama 

ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Oleh 

karena itu Pemerintah Kota Surabaya 

harus tetap meningkatkan dan 

mempertahankan prinsip akuntabilitas 

yaitu prinsip pertanggungjawaban terhadap 

hasil kinerja anggaran agar dapat 

menjadikan pemerintah lebih baik lagi. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian I Desak (2015), Nopri (2016), 

Ni Wayan (2016), Budi S (2018), Redi 

(2018), Zulkifli (2018) dan Victorinus 

(2019) yang mengemukakan bahwa 

akuntabilitas berpengaruh secara 

signifikan terhadap kinerja anggaran 

berkonsep value for money.  Penelitian ini 

tidak sejalan dengan penelitian Fanny 

(2015), Nurul (2017), dan Cindy (2018) 

yang mengemukakan bahwa akuntabilitas 

tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja anggaran berkonsep value for 

money. 

Pengaruh Transparansi Terhadap 

Kinerja Anggaran Berkonsep Value for 

Money 

Nilai path coefficient dan p values 

variabel akuntabilitas terhadap kinerja 

anggaran sebesar 0,01 < 0,1 dapat 

dikatakan bahwa akuntabilitas 

berpengaruh pada kinerja anggaran. 

Semakin kuat dan tinggi transparan 

pemerintah maka akan semakin 

berpengaruh baik terhadap hasil kinerja 

anggaran pemerintah. Hal ini dikarenakan 

transparansi dibangun atas dasar 

kebebasan memperoleh informasi yang 

dibutuhkan oleh masyarakat. Ketika 

masyarakat memperoleh informasi yang 

berkaitan dengan kinerja suatu instansi, 

maka dapat diasumsikan bahwa 

kepercayaan masyarakat terhadap intansi 

tersebut dapat terbentuk. Untuk 

menghindari pengalokasian anggaran yang 

buruk diperlukan suatu sistem kinerja 

anggaran berkonsep value for money. 

Artinya penyusunan, pembahasan, 

penetapan sampai pengawasan 

pelaksanaan anggaran tidak cukup dengan 

hanya melihat besar kecilnya anggaran 

yang merupakan masukan, tapi juga harus 

memperhatikan kinerja anggaran tersebut 

yang meliputi capaian kinerja, keluaran, 

hasil dan manfaat serta tepat tidaknya 

kelompok sasaran kegiatan yang dibiayai 

anggaran. Untuk menerapkan kinerja 

anggaran berkonsep value for money, 

maka sangat diperlukan transparansi dari 

pemerintah. 

Transparansi merupakan informasi 

keuangan yang diberikan secara terbuka 

dan jujur kepada masyarakat. Oleh karena 
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itu, pengelolaan kinerja anggaran 

berkonsep value for money  dalam 

pemerintahan sangat perlu transparansi 

sebagai alat pengawasan bagi pemerintah 

dalam mengelola anggaran dengan baik. 

Kinerja anggaran selama ini memiliki 

kelemahan perencanaan dalam 

pengalokasian anggaran belanja 

menyebabkan lemahnya kinerja 

pemerintah, sehingga ada unit kerja yang 

kelebihan pembiayaan dan ada pula unit 

kerja yang kekurangan pembiayaan. Unit 

kerja yang kelebihan pembiayaan 

mengakibatkan penghematan dan efisiensi 

menjadi rendah, sedangkan ada unit kerja 

yang kekurangan pembiayaan 

mengakibatkan efektivitas menjadi rendah 

untuk mencapai tujuan sesuai dengan tugas 

pokok dan fungsi. Kesenjangan yang lebar 

antara kebutuhan anggaran dengan 

keterbatasan anggaran yang dapat 

disediakan akan menimbulkan 

pengalokasian anggaran yang buruk 

apabila arah dan prioritas penggunaan 

anggaran tidak terdefinisi dengan baik, 

proses pengalokasian anggarantidak 

sistematik, dan praktik penganggaran yang 

tidak transparan karena lemahnya 

persyaratan kelayakan pembiayaan. 

Transparan bukan sekedar keterbukaan 

dalam menunjukkan bagaimana uang 

publik tersebut telah dibelanjakan, akan 

tetapi meliputi kemampuan menunjukkan 

bahwa uang publik tersebut telah 

dibelanjakan secara ekonomis, efisien, dan 

efektif. Hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian I Desak (2015), Fanny (2015), 

Nopri (2016), Ni Wayan (2016), Budi S 

(2018), Redi (2018), Zulkifli (2018), dan 

Victorinus (2019) yang menyatakan bahwa 

transparansi memberikan dampak yang 

positif dan signifikan terhadap kinerja 

anggaran berkonsep value for money. 

Penelitian ini tidak sejalan dengan 

penelitian Victorinus (2019) yang 

mengemukakan bahwa atransparansi tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

anggaran berkonsep value for money. 

 

 

Keterbatasan 

Dalam penelitian ini, peneliti 

mengakui bahwa penelitian ini masih jauh 

dari kata kesempurnaan dan memiliki 

beberapa keterbatasan, diantaranya: 

1. Penelitian ini hanya memiliki 2 

variabel independen sehingga 

belum mendapatkan kesimpulan 

yang menyeluruh terhadap kinerja 

anggaran berkonsep value for 

money. 

2. Peneliti ini menggunakan kriteria 

sampel yaitu kepala dinas, 

sekretaris, dan bendahara yang 

bekerja dipemerintahan Kota 

Surabaya. 

Saran  

Penelitian ini untuk variabel ini 

diharapkan dapat menyajikan hasil 

penelitian yang lebih berkualitas lagi di 

masa mendatang dengan beberapa 

masukan mengenai hal, diantaranya: 

1. Bagi peneliti berikutnya di masa 

mendatang agar dapat memperluas 

atau menambah variabel 

independen seperti ketepatan 

waktu, pengawasan internal, fungsi 

pemeriksaan internal, dan 

pengelolaan keuangan daerah.  

2. Bagi peneliti selanjutnya agar dapat 

menambah kriteria sampel di 

perencanaan anggaran agar dapat 

menyimpulkan menyeluruh 

mengenai kinerja anggaran 

berkonsep value for money. 

Penelitian ini menggunakan kriteria 

sampel kepala dinas, sekretaris, dan 

bendahara karena pihak mereka 

yang bertanggung jawab atas 

anggaran.  
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